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A. HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI 

PANGKALAN BUN KELAS IB. 

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode Januari-Maret 2026 diperoleh hasil bahwa 

Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 3,99 bila dikonversikan sebesar  99,72 %.atau 

pada kategori Bersih dari Korupsi.  Adapun yang digunakan untuk perangkingan 

ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan 

Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung.  

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang 

masing-masing memiliki indeks sebagai berikut: 

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000. 

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000. 

3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000.. 

4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.000.. 

5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000. 

6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000. 

7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000. 

8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,933. 

9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,956. 

10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000. 

B.  REKOMENDASI 

Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangakalan Bun perlu 

mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, 

karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan 

Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Januari 

s/d Maret 2026 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh nilai 3,99 atau 



Laporan Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2025  3 

 

masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan 

seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten 

dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan 

demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

C.  TINDAK LANJUT DARI HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI.  

Terkait dengan ketiga nilai terendah dalam survey Indeks Persepsi Anti Korupsi 

perlu dilakukan evaluasi guna memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga 

diharapkan nilai terendah pada Triwulan ini dapat ditingkatkan, anatara lain : 

1. Percaloan  

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta 

seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak 

melakukan tindakan atau menawarkan jasa percaloan dari pihak yang berperkara 

atau masyarakat yang meminta pelayanan.. 

2. Perbuatan Curang 

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta 

seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak 

melakukan perbuatan curang atau praktik KKN terhadap pihak yang berperkara 

atau masyarakat yang meminta pelayanan, serta untuk menjadi perhatian bahwa 

selain petugas PTSP dilarang memberikan pelayanan. 

3. Manipulasi Peraturan 

Agar menjadi perhatian kepada petugas Layanan/PTSP/Petugas Kasir serta 

seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tidak 

melakukan perbuatan Manipulasi Peraturan terhadap pihak yang berperkara atau 

masyarakat yang meminta pelayanan, serta untuk menjadi perhatian bahwa 

selain petugas PTSP dilarang memberikan pelayanan dan setiap petugas dalam 

melaksanakan tugas harus memperhatikan SOP dan peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

Pangkalan Bun, 6 April 2026 

KETUA PENGADILAN NEGERI 

PANGKALAN BUN 
 
 

 
 
 

 

                       IKHA TINA, S.H., M.Hum. 
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EVIDEN TINDAK LANJUT 

1. Untuk meminimalisir adanya Perbuatan Percaloan, pimpinan selalu melakukan 

briefing dan pengawasan untuk selalu mengingatkan dan menghimbau kepada petugas 

pelayanan/PTSP dan seluruh keluarga besar PN Pangkalan Bun untuk tidak 

melakukan perbuatan Percaloan terhadap pihak yang berperkara atau masyarakat yang 

meminta pelayanan, serta untuk menjadi perhatian bahwa selain petugas PTSP 

dilarang memberikan pelayanan. Selain itu, telah tersedia ruang tamu terbuka dan 

Humas sebagai fasilitas bagi tamu atau masyarakat yang membutuhkan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Untuk meminimalisir Perbuatan Curang PN Pangkalan Bun memberikan fasilitas 

kepada masyarakat dengan adanya meja pengaduan, kotak pengaduan dan berbagai 

sarana pengaduan. 
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3. Untuk meminimalisir tindakan manipulasi peraturan terkait dengan besaran biaya 

dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyakat, telah dipasang papan 

pengumuman yang memuat semua besaran biaya dalam pelayanan di PN Pangkalan 

Bun 
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